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Dl KABUPATEN KONAWL
AN RAMMAT TUHARN YANG MAHA ESA

BUPATI OGNAWIL,

bahwa  untulk  memperpendex rentang  kendals
ponyelenggaraan pemerintahan can pelavanan
leepada masyarakat, maka dipandang neriy
memaelcarlian Tecamatan Angegotoa dart wilavah

Kecamatan Wawetalhi vang berada dalam  wilayah
Fazupaten Kenawe,;

Iahws wilavaly Kecamztarn  Angpotos, meamenlhi
syarat uniuk dimekarkan, baik ditinjau daz aspek luas
wilawaly, jumlah Desa dan Kelurahan maupun jumilah
pendudulk;

balwra achiubungan dengan maksad huref a dan
Ruraf b terscbut di aas, maka periv ditetaplaan
dengan Peraturan DRaeral

Undang-Undeng Namor 29 Tahun 1959 tfentang
Pemmbentuxan Daerah-Tiaerah Tingkat L di Sulawesi
(Lembaran Negara Republile Indonesia Tabun 1959
Naoroor 74, Tambabian Lembaran Nepara  Republik
Indonesia Nomor 1822}

Undaag-Undang Momor 33 Tahur 2004 rentang
Perimbangan Keuangan sntara Pemerintah Pusat dan
Pemerintanh Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tehun 2004 Nomor 125, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438];
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembertulean Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tabun 2011
Momor B, Tarabahar Lembara: Negara Republik
Indonesia Nommor 5234,

Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sinil Megara (Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Tahun 2014 Nocmor &, Tambahan Lembaran
MWepara Republilc Indonesia Nomor 5424



v Undang-Undang Nomor & Tabhun 2014 tentang Desa

(lembaran Nepara Republilk Indonesia Takun 2014

Mormar ¥, Tambahan Lembaran  Hegara Republik

[rdomesia Nomor 5495);

UndamsUndaneg Repub'ils Indonesia Nemer 22 Tahun

<014 tentang Cemeriniashan Daerah (Lembaran Negara

Republile  Indonesia Takun 2004 Nomor 244,

Tambahan Taeembaran Negars Momaor 2378,

schapaimana  telah ciubah beberapa kali  terakhir

dergan Undangz-Undang Nomor 9 ‘Pabun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tertang Pemerintahan Daerah [Lembaran

Negara Republik Indonesiz Tahun 2015 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

MNomor 53672,

Peraturan Pemerintah Repubiil indeosesia Momor 6

Tahurn 1988 ientang Koovdinasi Kegiatan Instansi

vertizal  di Daerah  {Lembarar  Negara Republic

Indonresia Tahun IHER Nomar LD, Tambahsah

Lembaran Nepara Republik Indonesia Womor 3439);

%.  Peraturan Pemsrintah Republik Indonesia Nomor 26
Tanhun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten
wendari Menjad! Kabupaten Konawe (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahur 2003 Nomor 103);

9.  Peraturan Pemerintalh Republik Indeonesia Nomor 41
Tahun 2007 tentang Orranisasi Peranglat Daerah:

(00 Peraturan Pemerintah Republik ndonesia Normor 19
Tahun 2008 tentang Kecamatan {Lembaran Negare
wemblik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40); |

11. Peraruran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43

Tabhun 2014 tentang Pelalisanasn  Undang-U ndang
Nemor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembazan Nesara
Republik Indonesia Taliun 2014 Nomor 123);

2. Peraturamn Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2014 tentang Pedoman Telknis Peraturan i Desa;

13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolann Keuangan di Deas;

-4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa.
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWALILAN RAKYAT DAERAE KARBUPATEN KONAWE
Dan
DUPAT! KONAWL
MEMITTUSKAN;

B

Menetankan o PERATURAN DAEZRAH TENTANG PEMBENTURKAN
KIECAMATAN ANCCOTOA DI KARUPATEN KONAWE.
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KETENTUAN UMUN

Pasal 1

lamn peraturan ini yang dimalisua dengan -

Draerah adaiah 1C abupaten Ko 'mwr,

Pemerintal Daeras adalah Bupati dan Persnglat Daerah sebaga: unsur
Penyel {‘T‘*FI‘-'”U‘HI" F merintahan Daerah;

Kenpala Daeral adalah Bupat Konawe;

[resran ._"andlm'm Raloyat Daerah vang sclanjutnya digebhut DPRT adalah

Tembaga Perwalkilan Ralgrat Daerah ._.L,bn.ml unsur Penvelenggara
Pfoemerintalian Daerah;

Paraturan Daerah selanjutnva disebut PERDA adalah Peraturan Daerah

1paten Kanawe,

Paraturan T{F‘}"-"]’-l Tiacrak adalah Peraturan Supatt Konaws,

Selretariz Daeral adalah Selkretaris Dacrah Kabupaten Konawe,
Hoecamatan .’-if].n.:‘dl Wilavah Kerja Camal sebagai Perangikat Dasraly;
Kelurahan adaiah Wilavah keda Luralk scehapgai Peramglat  TDaerab
dilbbawal Hecamatlan;

Dosa adalah Wesstusn Masyvaralkat Sulouam yang memilils kewenangan
untuls mangafur dan mengurus enentingan masyarakat sctempat vang
dialui dalam sistem Pemerintahzan Nasional dan berada di Dacrah;

Badan Peortimbangan  Jabatan dan Kepanglkatan yang  selanjutya
disinpkat BAPERJAKAT adalah BAPERJAKAT lingkup Pamerintah Dasrah
varp dianskat dan diberhentiltan eleh Kepala Daerah,

BAR (]

PEMBENTUKAN

o )

Pasal 2

Denpan Peraturan Daersh ini dibentuk Kecamatan Angeecoa,

L T

BAL IIT
LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA DAN JUMLARK PENDUDUK

Prsal 3

Kecamatan Angpotoa seluas 6,597 Ha, dengan batas-batas wilavah
schagal bertiut

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Meluhu;

b, Sebelah Timur herbatasan denpan Kecamatan Wongpedulo;
& hr*hr.ra 1 Selatan berbatasan denpgan kecamatan Wawotobi,
d. Sobelah Barat berbatasan ’]Png..n Kecamatan Anggabari
Kocamatan Anpogotoa meliputi ¢

2. [Desa Laloate

. Deaa Kulkul Llu.

2. Desa Anggoton;

d. Deaa Tongangegura;

e, Desa Anaosiu;



Tiama A nzgl_1n'l-,-]_--.'—-.1'|[-1'- ..
Desa Ulu Lamckani;
h. Desa Kerumba;

Liesa fI::.*.t .rﬂlo

©. Desa La Wualia,

k, Desa Narie Indah;

1, Deaa Wowa Nario;

. Desa Karandu,

n., Desa Wownporeza.

-~ M)

i Kecamatan Angrotoa sermula meorupnlkan bamian aard vwilayah Kecamatan
Wewotoli;
il Dr-rw-rqn c{i‘t‘m*‘l:*]lcn}-'a Kecamatan Anggotoa, maka wilayah Kecamaian

Wawotohi dilcurang dengan Kecamatan Angeotoa]
{3 Tuaat Pomerintahan Kecamatan Anggotoa berada il Desa Narnio [ndah;

(0] Jumlal Penduduk Kecamatan Anggotoa adalah 3.729 Jiwa;
(77 IPeta Wilavah kKecamatan .-"u‘--‘rm_.-i"m atlalah sebagaimana terlampir dan
—earupakan bagian yang tdak terpisshian dengan Peraturan Daerab ini.
Al IV
IBUKOTA KECAMATAN

Pa=al 4

(1] Desa yang akan ditetapkan menjadi Ibukota Kecamatan schagaimana
dimalesud Pasal 3 avat (51 akan ditetapkan 2hia lanjut denpgan Keputusan
Kenala Daeraly;

(2] Pendsfinitipan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat i1y
ditetaplkan dergan Peraturan epala Dacralh,

BARB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOR DAN FUNGE]
Poaal o
(1] Keecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah  Daerah pada
witavah tertentu;
(2] IKecamatan c]*.'_pfmpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah
dan bertangsungawab kepada Kepala Daerall.

Paeal 6

Kecamatan mempunvai tugas sebagal unsur pelaksana Temerintah Daerah
dibidang pemerintabhan H-nglc'lr Kecamatan, Prﬁr‘.khmq Pemerintah Desa dan

Kelurahan, pembangunan dan pmnbmm wehidupan kemasyaralatan,
-_menyc;engr;::aaﬂ woordinast dengan dan atau antar keglatan Perangikat Daeran
daa antara nstansi ﬁﬂ_ﬂml ditinglkat Kecamatan serta tigas lainn vang

dilimpahkan Kepala Dagral



[Paaal 7

lalare melaksanalan tugas sebagaimana dimaksud puda Pasal © Peraturan

Daerah inl Kecamaran menvelenggarasan funesi

A, Penvelenggarann  tugas-tugas  Pemerintah dan Pembinaan  Semerintah
Desa/ Keluarahan.

. Pembinaan Pelayanan Umum,

¢. Pembinaan Keaejahteraan Sosial.

d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

o, Pembinzan pembangunan masyvarakat desa vang meliputl pembinaan
sarana  dan prasarana  aerckonomian, produksi, dan pembinaan
Pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan nicup.
Penvusunan  rencana  darn wrogram,  pembinaan administrasi  dan
ketatausshaan:

oy

1. Tugas-tupas lain yvang dilimpahkan aleh Kepala Daerah.

BAE VI
SUSURAN ORGANISAS]

PPasal 8

(1} Susunan Organisasi Pemerintal Kecamatan lerdini dari
£, Camat,
b, Sckretaris Kecamatan:
- nepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Kepals Sub Bagian Keuangan,
¢, Sekst Pemerintahan;
d. Seksi Ketentramar dan Ketertibar;
e. Seksi Pembangunan, Pemberdavaan Perempuan dan Masvarakat,
f,  Seksi Kesgjalitoraan Sosial;
Bagan Strulktur Orzanisas: Pemerinlah Kecamatan adalah sebagaimana
terlampir dan merupakan satu kesaiuan vang tale rerpisahlan dengan
Peratiiran Daerah ini,

ZAB VH
ESELONERTNG

Praal 0

(11 Carnat Eselon HI/a

(21 Sekretaris Carmat Baselon 11/5

[} e 1 ¥ L] 2 L LY | Lo y ot 74

31 Lurah dan Wepala Seksi di Kecamatan Bacleon 1V/a

{9y PBelreladis Lursh, Kepala Sub Bagiar pada Sekretariat Kecamatan dan
Kepala Seksi &1 Kelurahan Esclon 1V/



BAD VIII
LEAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Sekretans Kecaoatan

Pagal 10

(17 &elretarial Kecamatan adalah unsur Stal;

() Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seora 111{ Seliretaris Kecamatan vang
f;”" utnya disinglkat/disebut Sekcam, berada dibawah dan bertanggung
jrwab kepada Carnat;

Pasal 11

Sekretaris Kecamatan mompunya! tUEﬂ‘i melalkiiixan Pembinaan administrasi
dan polayanan telknis administras? hagl seluruh satuan o pa“nqﬂm Femerintah
'("lﬁﬂ.ﬁ -'\-\rj-l-q

1%
Fasnl 12

Jatuk menyelengmarakan tugas sebagprimana dimaksud jsda pasal 11
Feraturan Dacrah ini, Sekretariat Kecamatan mempunyai fings

(2} Penyusunan rencana, Pengendalian dan mengawasi pelalksanaannya;g

3 i ;

7 Urasan acministras! Keuanpgan;

e Tt 4 ey # - T - - v i 3

-h Mousan tata usaha, administrasi epegawaian, perlengkapan dan rumah
tarEa

Bagian Kodua
Seloal Pemerintahoan

Poanl 13

deksl Pemerintahan adalsh unsur pelalisana Pemerintah Kecamatan
c.1b1f|r-| pt‘r‘t*mlcr'.lgga:aan Pemerintahan;

ca! Pomorintanan dipirapin oleh seorangz Kepala Selksi, berada dibawal
dan :}x,tt wngpung jawah Kepada Camat.

(27 Behks

Pasal 1a

Helsd Pemerintahan mempunvai tugas menyvelenggarakan urusan
Pemerintaban: Desa/Xelurahan dap umisan Pemerintahan Umum ditingkat
Hecamatan.

Pasal 15

Uenik menyelengrarakan tugas tersebut pada pasal 15 Feraturan Daerah ini,
aeicsl pemerintahan mempunyal ‘ungsi
2. l’-‘am-nlﬂﬂngm AAan Femer ntahan Umurn,

Pemiitiaan pemerintahan Desa/Keluraban



Bagian Ketiga
Selisi Ketentraman can kelertiban

™

Maazal 16

1) Soksi Ketentraman dan Ketertipan adalah unsur relalksana Pemerintah
Kecamatan dibidong pembinaan ketentraman dan ketertiban wilagrab;

i2) Seksi Ketentramen dan Kelertiban tersebut adalah mantrl Dplisi Pamong
Proda, yvang berada dibawahn dan bertanggang jawab kepada Camat,
Pasal 17
Seliyi Ketentraman dan Katertiban

mempunyal tuzas  mclaksanakan
sembinpan dan ketertiban wilavah, nembinean ideclogl dan politik serta

pombinaan

Ak
man Deolist Pamong Praja.

Untule menvelenpearaloan fugas tersebut pada poasal 17 Peraturan Daerah i,
Selesi Ketentraman dan Ketertihan mempunyai fungsi
program dan pela

(1} Sckagal penyvuisun rlaisanaan tugas-tugas pembinaan

cotertinan wilayaly;

(& Sebagai penyvusun  program dan pelalksans  tugas-tugas pembinaan
Ideolopi Nepara dan Politik Dalam Neperi:
@ Seharai peryvusun program dan pelaleaa

N BT
FPamong Praja.

Lalkdh

ng tugas-tugas pembinaan Polis

Bapiarn Keempatl

Seicst Pembaneunan Pemberdayzan Perempuan dan Masyarakat

Pasal 18

Selksi Pembansunon Pemberdeyaan Peremmpuan dan Masyarakat adalah
unsur priaksana pemerintahan kecamatan dibidang pembangunan;

(71 Selksi Pembangunan Pemberdavaan Peremnpunan dan Masyarakat tersebut
pada ayat: (1) dipimpin oleh

flan hertangpuing jawah kepoda Camal,

senrang keoala sekal yang berada dibawah

Pasal 20

Splegt Pembangunan  Pemberdayaar

Perempuan  dan  Masyaraleat  Desa
mempanyal tuga

s pokolk melakuwan pereficatiaan don penyusunan program
scrta penpgendalian dan pembinasan terhadap ke
Wooamatan.,

aran pembangunan ditingkat

Pasai 21

Ttk menyelengraraian tugas tersemis pada pasal 20 Peraturan Daerah ini,
Seksi Pembangunan Pemberdayaan Perempilan dan Masvarakart mempunyat

angs.:



2. Sebagai penyusun pregram dan pembina lemiatan pembangunan sarana
cdan prasarana fsiis perelonomian dan prc}nmlcm,

s o ;
towebagal  penvusun program  dan  pembina kegiatan  pembangunan
lngkungan hidup dan  kegiatan  penit

mbangunan  lainmya  ditingkat
{ecarnatan,

Bagian Kelima
Selesi Kessjahteraan Sosial

.'-'l.'.h“ 2.r_,

(1! Seksi Keseinhteraan Sasial adalab unsur

pelakksans  Pemerintahan

Kecama LLlﬂ cumdan" peEmMbinaan sescejableraan masyaraiat,
[2)  Scksi Kesgjahteraan Sosial tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh secrang

Kepa.a ‘“w st vang berada dibawah dan bertarigpungiawab kepada Camsat.

Pasal 23

belisl Keseiahterzan Sosial mempunyai tugas
wegistan  penyususnan  program  odan

Ll 8

liesciahiteraan mesvarsiat,

pokole mengkoordinasikan
J}cla,cruaz‘_:,.’t“l kegliatarn  pembinaan

Pasal 24

- - A
Untule Menyelenpgarkan rugas tersebut pada pasal 23

L 23 peratazan !
Seiksl Kesejahteraan Soszial mempunivai funesi |

-
4

serall ini;

. oebagal penyusun program  untule keglatan-kegizian  pembinaan.
pelavanan dan bantuan  sosial,  termasuk _rtc;{_alan pembinaan
lkepemudaan, oplirmalisas] peranan wanita dan }:'Pmu aan olahtrags;

12,

Sebagal penyusun program untul kepiatan zermbinaan kehidupan
perapama, kependidilan, kebudayaan dan keglatan sosial
kemasyarakatan lainnya.

Baman Kecnam
Kelompok Jabatan Funesional

25

Pasal

FKelompale Jabatan Fungsional me Tnpunyal  tugas ookolk melaksanakan
sebazian tugas

s dan funesi Cameat sesual dengan keazlian dan kebutuhan.

(11 Kelompel: Jabatan Fungsiona! sebagaimana dimaksud pada pasal 25
Perdsaran Daerah i terdin dari E%.Ejl::"‘ll"lL".l tenapa dalam jeniang jabatan
fungsional yang terbag dalam herbagal lmr“r:*.pr:rk sesuai dengan hidang
leenhlinnnya;

; Setian Kelompeok Jabatan Fungsienal dipimpin oleh seorang icnaga

B 1 b S = £

_fungsional  senior  yang  ditunjulk oleln Kepala  Daeralh dan
Lertangpungiawad epada Camat, ,

) Jumlall Jabatan Fungsional pada setiap  kecamatan ditentukan
herdasarkan kebutuhan dan bc.mn I\F‘*‘j”L:

4y Jenis dan ‘eniang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan

nerundang-undangan yang beriaku,

&



BAD ViII
ORNGANGIKATAN DALAN JABATAN

| & F
Fasal 27

alnm pelaltsanann tuzasnya Camaf, Seleretaris Camat. Para Kepala Selcs: danm
e fmm“r:-lr Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrast

dan sinkronisas) baik dalam lingkungan masing-masing maupiun antar satuar
proanisast dalam  pemer

merintanan Kecamatan sesual dengen tugas pokok
masing-masing

Dalami melaksanakan tugasnya, Camal s&ria
cdan Helarnpok Jabatan

Sekretaris Camat, Kepala Sexsi
tegrasi dan osinlas

Tungsional, wajib menerapkan prinsip koowdinasi,
onisasi haik dalzm linglkungan lkerja masing-
Maupuan satuan antar (.]1'11"""“:1.-"-.5: dalam Pemerintaiian

asitg

*"]|D‘"!T‘l flgas po lenie dan |LH‘1"TE Tt '3‘]"'""

“mqmg,

[Kecamatan scsusi

Fasal 29

Sﬂn;r“ Pi ‘"r"' nan Satuan Organisasi wajih mengawasi bawahan masing-

masing, dan bila terjadi penyvimpangen zgar mengambil langkah-langkah yang
peria eesual dengan peraturan yang herlalku,

Pasal 20

Jnh‘ﬁp Pimpinan Sstuan Dr;:m saai dalam lingkungan pemerintahan
Kegamatan, bertanggungiawad memimpin dan menglkeoordinasikan

Bawahan n}"a, masing-masing dan memberiian aeturiuk Dagl pelaksanaan
tuas hawahan,

Fasal 31

Setiap Pimpinan Satuan Organisast wailb mengilout dan mematuhi petunjule
petunjuk dan  bertanggungiawab ke yada  alasan  masing-masing,  serta
menvampaikan laporan berkala tepat pada walktunyva,



BAB X
PENITIY

enga n berlalian ¥4 Feraturan
awotobi, melipus

I\{:IL'r"L“h 5} Rm* DEVAS
elurahan Nohua - Mol
Kelurahan Kasupale:
Ediurahan Hepa = Tlopa;
lolurahan Wasrotahi
KLeLurahan Bose - Bose;
Helurahan Puasinassed:
2 Kelurahen Lalasabila;
&, Kelurahan Inslahi;

Bacrah  ini malka, Wilayah Kecamatan

— . [ B P |
O U e 0 Bt .f:

-

|0, Kelerahian Kulahi
| L. BEelurahan Palarahi:
12, Ezlurahen Inolabu:
13, Desa Kasumewuho:
14, Desa Masara;

1'5. Desn Ohntal,

Peraturan RDaerah ini mulai berlaka peda tanges! dinndargikan

Agar supaya sstiap orang dapat mengetahu:inya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerab i

ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Darrah Wabupaten Konaswe,

Ditetaplean i @ Unaaha
Pada tanpgal ¢+ 30 Januar 2017

BUPATI KONAWE
tticd

KERY 3AIFUL KONGGOASA
Diundanglan di ; Unaaha

Pada tanggal 20 Januvari 2017
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BETARIS DAMRALL
0}(3 - 'x{:'"\l a‘»l"

R P H ‘flz
LEP--'IE-J-%HﬁE‘z‘I-D‘.‘&Eﬂi}:t KABUPI ATRN KONAWT TAHUN 201F NOMOR | 202

NOREG PERATURAN DAERAH X *1PLJ"’ﬂL”“L“~T KOWAWE PROVING] SULAWE
TENGGARA {1/1/2017)



